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Penyelidikan Jalan di Tempat

PARMOUT, MERCUSUAR- Hingga saatini,
proses penyelidikan kasus dugaan korupsi
dana block grant (BG) APBN tahun 2010
senilai Rp8,275 Miliar pada Dinas
Pendidikan (Disdik) Kabupaten Parigi
Moutong (Parmout), terkesan jalan di
tempat.

Pasalnya, hingga kini tim
peyelidik Kejari Parigi, baru
memanggil dan memeriksa %% ,E
satu orang yang diduga :
sebagai rekanan pengadaan
komputer kepada sejumlah SMA/SMK
penerima bantuan, dan enam orang kepala
sekolah (Kepsek).

Kasi intel Kejari Parigi, Deni Kurniawan,

ketika dikonfirmasi di ruangannya, Jumat
(7/10) lalu menyebutkan, jika pihaknya
berencana kembali turun ke sejumlah
sekolh penerima bantuan BG tahun 2010,
untuk mengumpulkan bukti-
bukti. Setelah itu, sejumlah
» rekanan akan kembali dipanggil
/ dandimintai keterangan.

“Yang kami panggil dan mintai
keterangan selama ini, masih
rekanan dan kepsek SMA/SMK
penerima bantuan dana BG yang
ada di wilayah kota Parigi dan sekitarnya.
Sementara itu untuk kepsek penerima dari
wilhyah utara dan rekanannya belum kami
panggil, dan dalam waktu dekat pe-

manggilan terhadap mereka akan menyu-
sul” kata Deni.

Sebagaimana diketahui, Rabu (5/10),
Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi,nemanggil
dan memeriksa sejumlah kontraktor, yang
mengerjakan pengadaan komputer bagi
SMA/SMK penerima dana Block Grant (BG)
tahun 2010 di Kabupaten Parigi Moutong
(Parmout).

Selain memanggil dan memeriksa
beberapa kontraktor, tim penyidik Kejari
juga akan melanjutkan pemeriksaan
terhadap Medi Fischer, salhh seorang PNS di
Dinas Pekerjaan Umu (PU) Kabupaten
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- JALAN.

Parmout, yang diduga kuat menjadi ‘broker’ paket
pengadaan komputer dana BG 2010.

Medi yang dikenal dekat dengan mantan
pejabat di Parmout itu mengaku hanya memediasi
salah seorang rekanan dengan pihak
pengeloladana BG di SMA Saraswati Tolai dan
SMA Negeri Torue.

DIDUGA BROKER
Sebelumnya, kepada wartawan; Medi Fischer
menegaskan bahwa dirinya bukanlah rekanan
pengadaan komputer untuk SMA/SMK penerima
dana BG tahun 201&41 Parmout. Medi mengaku
hanya memediasi re'kannya befnama Ateng
dengan pihak pengelola dana*Bg di SMA
Saraswati Tolai dan SMA Negeri Torue.

Sementara itu, informasi akurat yang terakhir
diperoleh redaksi menyebutkan, ratusan unit kom-
puter yang menjadi hagian dari proyek pengadaan
barang dalam program dana BG tahun 2010 ity
diduga kuat tidak sesuai spesifikasi barang yang
diatur dalam Rincian Anggaran Belanja (RAB).

Entah apa alasannya, puluhan SMA/SMK di
Parmout yang menjadi penerima dana BG,
terkesan pasrah menerima barang-barang yang
diadakan tidak sesuai spesifikasi RAB.

Kondisi ini semakin memperkuat dugaan, ada
permainan antara pihak sekolah selaku pengelola
langsung dana BG, dengan pihak ketiga (rekanan)
yang mengadakan barang tersebut, dan tentu bisa
jadi juga pihak Dinas Dikjar Parmout selaku
pihak berwenang mengawasi pengelolaan
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dana itu, ikut terlibat.

Data dan informasi yang dihimpun Mercusuar
menyebutkan, di SMA Negeri 1 Parigi misainya,
sebanyak 19 unit komputer yang diadakan dengan
anggaran BG tahun 2010, barangnya diduga kuat
tidak sesuai spesifikasi RAB.

Barang “jangkrik” alias rakitan baru, alias
kanibal baru ini, diduga hanya ditempeli merek built
up. Namun perangkat isi CPU-nya hanya
menggunakan onderdil merk lain. Kejadian serupa
ditengarai berlaku pula pada puluhan SMA/SMK
di Parmout yang menerima dana bantuan
pemerintah pusat itu.

Sementara, proses pengadaan ratusan unit
komputer tersebut, juga dinilai rancu dan rentan
praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). an




